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PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI KEUANGAN ANTARA ENTITAS AKUNTANSI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKDYENTITAS AKUNTANSI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DENGAN BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan
lingkup Bendahara Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
dinyatakan bahwa dalam Sistem Pengendalian Intern harus diciptakan prosedur
rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang
diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi
Transaksi Keuangan Antara Entitas Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)/Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dengan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2
Tahun 2014.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi
Transaksi Keuangan Antara Entitas Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)/Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dengan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang,
mengenai hal berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Ruang Lingkup;

3. Rekonsiliasi Entitas Akuntansi PPKD dengan Bendahara Umum Daerah;
4. Rekonsiliasi Entitas Akuntansi SKPD dengan Bendahara Umum Daerah;




CATATAN

5. Sanksi; dan
6. Penutup.

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 27 November

2015.
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